
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi serta teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin 

pesat dari tahun ke tahun. Globalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu 

sendiri memiliki arti, yaitu proses masuknya suatu ke ruang lingkup dunia.1 Jadi 

secara umum, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyeluruh 

atau mendunia dimana setiap orang yang tidak saling mengenal satu sama lain 

ataupun tidak saling terikat dapat dengan mudahnya menjalin komunikasi,dan 

bertukar informasi yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini 

disebut dengan internet tanpa adanya batasan wilayah.  

Teknologi internet yang ada membawa manusia pada suatu peradaban baru, 

dimana adanya terjadi perpindahan aktifitas kehidupan seseorang dari aktivitas 

nyata ke aktivitas maya yang disebut juga dengan istilah cyberspace. Teknologi 

terus menerus dikembangkan, dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam 

melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan 

komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hamper 

seluruh aspek kehidupan manusia adalah teknologi internet tersebut2.  

                                                 
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Globalisasi , diakses pada tanggal 27 September 2020 pkl 10.37 
2 Waworundeng, Mario . K., 2016, Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber 

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol.3 No 

10 Tahun 2016 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Globalisasi
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Internet dapat membawa dampak negatif dan dampak positif dalam 

kehidupan manusia. Dampak positif dari internet adalah, memudahkan manusia 

dalam mencari segala aspek informasi yang mereka butuhkan, dapat menjadi salah 

satu sarana media dalam berkomunikasi, menyampaikan kebebasan berekspresi 

seseorang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya terhadap suatu hal. 

Jejaring sosial yang menggunakan teknologi internet banyak digunakan untuk 

menggiring membentuk opini publik. Selain hal positif yang didapatkan dari 

penggunaan internet, internet juga memiliki dampak negatif, yaitu dengan adanya 

internet dapat menyebabkan penggunanya kecanduan dalam artian, seseorang 

dapat menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk mengakses internet, 

memudahkan seseorang untuk menyebarkan segala bentuk provokasi untuk tujuan 

tertentu termasuk menyebarkan hate speech, mengirimkan/menyebarkan 

informasi yang belum terbukti benar adanya, pencemaran nama baik, dan 

menggiring supaya orang berbuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Secara global, meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi yang ada 

dapat dilihat dari meningkatnya macam-macam jumlah jejaring sosial yang 

tersedia, digunakan oleh banyak orang untuk saling berkomunikasi dan 

berinteraksi. Pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi 

informasi ini adalah semua kalangan masyarakat, dari usia anak-anak, usia muda 

hingga dewasa, dan siapa saja sepanjang mereka dapat menjangkau kemajuan 

teknologi tersebut.  
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Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, masyarakat sangat 

dimudahkan dengan adanya segala bentuk media komunikasi yang ada. 

Masyarakat dapat saling bertukar kabar dengan berbagai aplikasi yang tersedia 

tanpa perlu menunggu waktu yang cukup lama, melalui telepon genggam yang 

dimiliki komunikasi dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi jejaring sosial 

seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. 

Seiring dan sejalan dengan meningkatnya penggunaan jejaring sosial, meningkat 

pula ragam cara untuk mengemukakan kebebasan berpendapat di jejaring sosial 

tersebut. Kebebasan mengemukakan pendapat mempunyai arti penting bagi 

amsyarakat yang menggunakannya sebab dengan mengemukakan pendapat hak 

masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara itu terjamin3.  

Belakangan ini terdapat banyak sekali akun-akun pengguna jejaring sosial 

facebook yang disalahgunakan oleh para pemilik akun tersebut, hal itu dilakukan 

dalam bentuk tulisan maupun gambar yang berisikan berita-berita yang belom 

jelas pasti kebenarannya (hoax) dan menyebarkan kata-kata yang dapat 

menimbulkan rasa kebencian. Hal ini dapat kita temukan melalui akun pribadi 

milik seseorang atau akun milik orang lain yang memang disengaja dibuat untuk 

melakukan suatu perbuatan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri 

sendiri ataupun orang terdekat yang berada di sekitarnya. 

                                                 
3 Mahmud MD Moh, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: PT Rineke Cipta, hlm.19 
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Mengingat maraknya ujaran kebencian di Jejaring Sosial, Kapolri 

mengeluarkan Surat Edaran mengenai penanganan ujaran kebencian. Menurut 

Surat Edaran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran 

kebencian (hate speech) di ranah publik, ada tujuh bentuk ujaran kebencian yaitu 

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, 

memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan ini 

memiliki tujuan atau berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, 

penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.4 Kejahatan di jejaring sosial, diatur 

di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE).  Khusus untuk penyebaran informasi yang berisi provokasi serta 

dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan diatur dengan ancaman 

pidana dalam pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) yang berbunyi: 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak 1 miliar.” 

Salah satu contoh perbuatan pada pasal ini adalah, terdapatnya satu akun di 

jejaring sosial seseorang yang memiliki banyak pengikut, menunjukkan 

                                                 
4 Badrodin Haiti, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), dalam Surat Edaran Kapolri No 

SE/06/X/2015, hlm.2 



5 

 

ketidaksukaannya terhadap satu golongan tertentu dengan melalui menyebarkan 

gambar-gambar atau berita-berita disertakan komentar bersifat menimbulkan rasa 

kebencian bagi semua orang pada golongan atau kelompok tertentu. Ujaran 

kebencian ini kemudian dibagikan atau disebar di jejaring sosial yang mereka 

miliki tanpa memikirkan dampak kedepannya, tentunya hal ini sangat meresahkan 

masyarakat. Pemilik akun pribadi yang berisi ujaran provokatif untuk membenci 

suatu golongan tertentu justru akan semakin senang dan puas apabila para 

pengikutnya juga ikut membagikan komentarnya dengan kata-kata yang tidak 

pantas berdasarkan norma sosial yang ada. Mengingat hal tersebut dapat 

membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pada kesempatan kali 

ini Penulis ingin mengulas lebih dalam mengenai penyebaran ujaran kebencian di 

jejaring sosial Facebook, dengan satu contoh postingan seseorang yang dapat 

menimbulkan perpecahan antar hubungan masyarakat. 

Di dalam akun Facebook milik Terdakwa dapat dilihat postingan sebagai 

berikut, “Kalau dulu gerakan anti Pancasila berwujud komunis yang cenderung 

anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan diprovokasi atas nama 

agama, dengan iming-iming sorga dan intimidasi neraka melakukan pengerdilan 

logika dan menumpulkan empati teriak kofar-kafir sana sini dan berkubang dalam 

khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim prestasi, ternyata mereka 

adalah boneka-boneka yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi…”. “Dalam Islam 

babi haram tapi (meniduri) babu halal. Sebaliknya non-Islam makan babi halal, 

tapi meniduri babu yang haram. Makanan tidak menajiskan, karena makanan 
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hanya dikunyah masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan karena 

merusak hidup diri dan orang lain. Al-Quran: Meniduri Budak, Babu atau 

Pembantu Halal…”. 

Akun Facebook milik Terdakwa ini dilaporkan oleh AGUS WARSITO 

bersama 11 (sebelas) Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat 

Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Organisasi ini 

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan Terdakwa 

tersebut dapat mengakibatkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. Untuk 

postingan tersbut, terhadap pelaku dikenai atas tuduhan ujaran kebencian 

berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini telah diputus 

dengan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 

(empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Sungguh menarik bagaimana Hakim mengambil sikap terhadap kasus-kasus 

yang demikian, apa saja pertimbangan dalam memutus kasus dan menerapkan 

pidana, mengingat kasus demikian dapat menyebabkan perpecahan dan 

permusuhan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini Penulis 

tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai penerapan pidana terhadap kasus 

ujaran kebencian dengan mengambil judul penelitian; “PENERAPAN PIDANA 
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TERHADAP PELAKU PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING SOSIAL 

(Studi Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr)”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penyebar kebencian di jejaring 

sosial dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr? 

2. Apa pedoman Hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penyebar 

kebencian di jejaring sosial mengingat dampak dari tindak pidana ujaran 

kebencian dapat bersifat fatal, namun juga sangat subjektif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada diatas, 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penyebar kebencian di 

Jejaring Sosial dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

2. Untuk mengetahui pedoman Hakim dalam menerapkan pidana terhadap 

pelaku penyebar kebencian di Jejaring Sosial mengingat dampak dari tindak 

pidana ujaran kebencian dapat berakibat fatal, namun juga sangat subjektif. 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ada, maka manfaat penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Peneliti, 

melainkan juga dapat berguna bagi banyak pihak. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang 

penegakan hokum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan 

pengembangan ilmu hokum pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri, tulisan ini memberikan manfaat pengetahuan lebih 

dalam lagi mengenai bagaimana Hakim dalam menegakan peraturan yang 

ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam rangka penegakan hukum. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi 

masyarakat agar dapat menggunakan jejaring sosial dengan baik dan 

benar tanpa menjelek-jelekan salah satu golongan agama tertentu. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian ini berupaya meneliti sebuah kasus hukum atau penelitian 

dengan studi kasus hukum. Penelitian dengan menggunakan studi kasus masuk ke 

dalam ranah kategori penelitian kualitatif yang menemukan suatu makna, proses, 
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pembuktian, dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu itu 

sendiri, kelompok, atau situasi sekitar. Studi kasus dapat menjadi pembeda dari 

bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain dengan fakta bahwa studi ini berfokus 

hanya kepada suatu “unit tunggal” atau “suatu system terbatas5”. Berikut uraian 

tentang metode yang akan digunakan Penliti dalam melaksanakan penelitian ini: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

kualitatif. Dalam tulisan yang ditulis oleh Petrus Soerjowinoto dkk., metode 

pendektatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman 

penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala 

hukum yang kompleks dan holistik6. Metode ini menggunakan 

pendekatan/interaksi langsung antar peneliti dengan sumber data yang 

diperoleh. 

Penulis ingin meneliti sebuah kasus hukum berupa penerapan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang telah 

diputus di Pnegadilan Negeri Ungaran yakni Kasus No. 

30/Pid.Sus/2018/PN.Unr. mengingat penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, maka peneliti akan melihat secara mendalam kasus tersebut dan 

                                                 
5 Soerjowinoto, Petrus.,dkk. 2014, Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi, Buku 

Panduan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata (tidak diterbitkan), Semarang, hlm.10-

11 
6 Ibid., hlm.5 
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berupaya memahami kasus dengan melakukan interaksi dengan Hakim yang 

memutus perkara, untuk mendalami latar belakang dilahirkannya putusan 

tersebut. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh tentang 

penerapan pidana terhadap pelaku penyebar kebencian di jejaring sosial 

terutama dalam kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr. 

Deskripsi dilakukan untuk menangkap realita dibalik putusan dan 

selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang 

diangkat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 

dll. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan penerapan hukum pidana terhadap Terdakwa penyebar kebencian di 

jejaring sosial, khususnya Putusan Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr. 

Adapun elemen penelitiannya adalah: 



11 

 

a. Berkas-berkas Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

b. Hakim pengadilan Negeri Ungaran yang menangani kasus perkara 

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan cara melakukan studi pustaka dan wawancara. Untuk 

lengkapnya berikut dipaparkan teknik pengumpulan data: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mencari data-data tertulis yang berasal dari literatur-literatur untuk 

memperoleh bahan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli 

hukum terutama hukum pidana dan hukum acara pidana, buku, surat 

kabar, situs internet, maupun bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

Bahan –bahan tersebut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 
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Ras dan Etnis, dan peraturan perundang-undangan lain yang terikat 

seperti KUHP dan KUHAP. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

diperoleh dari: 

a) Buku-buku atau literatur kontemporer yang membahas 

mengenai permaslahan hukum, termasuk di dalamnya ada 

skripsi dan tesis; 

b) Pendapat putusan hakim; 

c) Jurnal-jurnal yang membahas mengenai hukum; 

d) Data yang bersifat publik seperti data arsip, data resmi di suatu 

departemen yang menyangkut masalah hukum, publikasi seperti 

yurisprudensi Mahkamah Agung7. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, 

jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli serta berkas perkara yang 

tersimpan di Pengadilan Negeri Ungaran. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Saat dibutuhkan, bahan hukum tersier akan digunakan pula 

untuk memahami beberapa pengertian yang mungkin tidak 

                                                 
7 Supranto, Johanes, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineke Cipta, hlm.3 
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termaksud dalam objek studi. Bahan tersebut adalah Kamus Hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing seperti kamus 

Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab antara dua orang atau 

lebih tentang suatu masalah. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara wawancara mendalam (indepth-interview) dengan 

narasumber yaitu 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang 

memutus kasus yang diangkat yakni Kasus Nomor 

30/Pid.Sus/2018/PN.Unr atau Hakim lain yang ditunjuk oleh Ka. 

Pengadilan. 

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman 

wawancara terlebih dahulu berupa daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan oleh peneliti sebelum melaksanakan wawancara. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data  

Sebelum melakuka analisis, data yang sudah diperoleh saat penelitian 

akan diolah terlebih dahulu dengan cara memeriksa, memilih data yang 

relevan dengan objek penelitian. Data yang dianggap relevan akan digunakan 

sebagai bahan analisis dan data yang dianggap tidak relevan akan diabaikan 

atau tidak dipakai, sehingga dalam pengolahan data akan dilakukan proses 

editing data. Setelah itu, data disusum secara runtut dan sistematis lalu akan 

disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian berbentuk skripsi. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah 

analisis tanpa menggunakan hitungan statistik atau matematis. Data yang 

sudah didapat nantinya akan dianalisis secara kualitatif yang mengharuskan 

peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tasfir, interprestasi, dan 

pemahaman yang berkembang pada saat mencari data. 

Analisis akan dilakukan pada berkas perkara, hasil wawancara dengan 

narasumber, pendapat-pendapat para ahli, teori yang ada, serta peraturan 

perundang-undangan yang terkait dalam kasus ujaran kebencian di jejaring 

sosial yang diangkat sebagai objek penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Berikut ini adalah 

sistematika Penulisan skripsi: 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

Penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan judul dalam penelitian. Bab ini berisikan pengertian pidana 

menurut beberapa para ahli, jenis-jenis pidana, pengertian dari tindak pidana, 

unsur-unsur dalam tindak pidana, teori-teori pemidanaan, pengertian mengenai 

ujaran kebencian, peraturan yang mengatur mengenai ujaran kebencian di jejaring 
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sosial, pengertian dan fungsi jejaring sosial yang digunakan oleh Terdakwa itu 

sendiri. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi bagaimana 

penerapan pidana terhadap pelaku penyebar kebencian di Jejaring Sosial dalam 

kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr, dan pedoman hakim dalam menerapkan 

pidana terhadap pelaku penyebar kebencian di Jejaring Sosial apakah sudah sesuai 

dengan peraturang yang berlaku mengingat dampak dari tindak pidana ujaran 

kebencian dapat berakibat fatal terhadap lingkungan sekitar dan bersifat subjektif.  

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran terhadap hasil 

wawancara permasalahan yang diangkat oleh Peneliti. 

Pada akhir skripsi, terdapat pula Daftar Pustaka yang menjadi acuan dalam 

menulis dan Lampiran-Lampiran yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan telah 

melaksanakan Penelitian, hasil plagscan, dll. 

  


